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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang 

dikumpulkan mengenai peranan dan kedudukan ombudsman RI (Republik 

Indonesia) dalam penegakan hukum di indonesia (law enforcement) presepektif 

hukum tata negara. Maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut : 

1. Ombudsman mempunyai peran strategis sebagai lembaga penampung 

berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kinerja 

aperatur penyelenggara publik. Law enforcement (penegakan hukum) yang 

dilakukaan oleh Ombudsman presepektif hukum tata negara dapat 

membantu menciptakan negara hukum yang demokratis, melindungi segala 

kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang nomor 37 

tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.  

Dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement), Ombudsman 

dikategorikan dalam jalur non penal bersifat preventive yang 

menitikberatkan pada upaya pencegahan /penangkalan/pengendalian 

sebelum kejahatan terjadi. Melalui kewenangan terahir yakni memberikan 

rekomendasi yang bersipat hukuman secara moral. 

2. Kedudukan ombudsman RI (Republik Indonesia) presepektif hukum tata 

negara ialah sebagai lembaga negara State auxiliary agencies atau State 

auxiliary bodies (lembaga negara Independen) yang tidak termasuk dalam 
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kategori trias politika. Namun sebagai wujud dari keinginan rakyat agar 

terciptanya cheks and balances. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, 

Penulis juga merasa perlu memberikan kontribusi dalam bentuk saran-

saran dalam masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Ombudsman RI (Republik Indonesia) : peranan dan 

kewenangan yang telah diberikan undang-undang sangatlah luas. Dalam 

hal mewujudkan Good Governance (Pemerintahan yang baik). Namun, 

SDM (Sumber Daya manusia) juga menjadi hal terpenting yang harus 

ditingkatkan. terutama di Ombudsman perwakilan yang ada di Indonesia.  

32 perwakilan se- Indonesia adalah menjadi barometer berpengaruh atau 

tidaknya lembaga terahadap masyarakat. Jangan sampai dijadikan sebagai 

ajang komoditi oleh penyandang kepentingan perkotaan saja. Maka hemat 

penulis Ombudsman harus mampu masuk ke ranah kabupaten/kota 

sehingga masyarakat terpencil mengetahui akan hak nya dalam hal 

pelayanan publik. Dengan pembentukan cabang di tingkat kabupaten/kota 

akan lebih mendorong masyarakat luas mengetahui dan memanfaatkannya. 

Tentunya tidak terlepas dari Usaha Ombudsman dalam mensosialisasikan 

kepada masyarakat. 

2. Kepada Pemerintah dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) : 

Konstitusi (undang-undang dasar) adalah merupakan hirarki tertinggi 
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dalam perundang-undangan. Lembaga negara yang berdasarkan undang-

undang dasar tentu akan lebih kuat posisinya dalam ketatanegaraan. Beda 

halnya hanya didasarkan oleh undang-undang seperti sekarang, 

Ombudsman sewaktu-waktu dapat ditiadakan keberadaannya. Hemat 

penulis dalam saran jangka panjang adalah Ombudsman harus masuk 

dalam rancangan amandemen ke- 5 undang-undang dasar. Sebagai bentuk 

keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik 

kepada masyarakat. Untuk jangka pendek penulis menilai ombudsman 

harus diberikan kewenangan rekomendasi yang berkekuatan hukum 

sehingga rekomendasi itu harus dijalankan oleh institusi terkait. 

3. Kepada Masyarakat : hendaknya memanfaatkan sebaik-baiknya lembaga 

Ombudsman, melapor adalah bagian dari  hak masyarakat. Pelapor juga 

akan dirahasiakan identitasnya sekira ada ancaman yang ditakuti. 

Ombudsman akan menindak lanjuti terhadap laporan/pengaduan 

masayarakat. Partisipasi masyarakat adalah bagian dari kekuatan 

Ombudsman dalam hal melakukan pengawasan terhadap publik. sehinga 

akan tercipta good governance (pemerintahan yang baik). 

 


